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KEMEN-KP. Jabatan  Fungsional Pengelola
Kesehatan Ikan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/PERMEN-KP/2018
TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL

PENGELOLA KESEHATAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, perlu
mengatur pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman
Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola

Kesehatan Ikan;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5949);
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128);
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 317);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan
Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1226);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN.

Pasal 1
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengelola Kesehatan Ikan merupakan acuan dalam menyusun
kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan di

lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Pasal 2
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengelola Kesehatan Tkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Maret 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIEAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 10/PERMEN-KF/2018

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNMGSIONAL PEMGELOLA KESEHATAN IEKAN

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan lkan, Menteri Kelautan dan

Perikanan selaku pimpinan instansi pembina diberikan kewenangan

untuk mengatur pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional

Pengelola Kesehatan Ikan.

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola
Kesehatan Ikan digunakan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk
menghitung kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola
Kesehatan Ikan, dengan berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari
indikator antara lain:

1. ruang lingkup bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
yang meliputi bidang hama dan penyakit ikan, bidang pengendalian
obat ikan, bidang pengendalian residu, bidang pengendalian
lingkungan  budidaya, wunit pengelolaan  kesehatan ikan
(laboratorium), kesejahteraan ikan, pelayanan kesehatan ikan dan
lingkungan;

2. jumlah dan jenis kajian yang dilakukan di bidang pengelolaan dan
kesehatan ikan; dan

3. beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang pengelolaan
kesehatan ikan.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, yaitu untuk mendapatkan
jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Tkan
sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka

waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan pencapaian

www.peraturan.go.id



